
NOMOR43

BERITA DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

TAHUN 2019

PERATURANBUPATI MAJALENGKA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT
DAERAH, INSPEKTORAT DANUNSUR PENUNJANG PERANGKATDAERAH

DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT
DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA.

BAB I 3
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Majalengka.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah yang rnernimpin pelaksanaan Urusan Pernerintahan
yang rnenjadi kewenangan Daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pernerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang rnenjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kernenterian
negara dan penyelenggara Pernerintahan Daerah untuk rnelindungi,
rnelayani, rnernberdayakan, dan rnenyejahterakan rnasyarakat.

8. Tugas Pernbantuan adalah penugasan dari Pernerintah Pusat kepada
Daerah untuk rnelaksanakan sebagian Urusan Pernerintahan yang rnenjadi
kewenangan Pernerintah Pusat atau dari Pernerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten untuk rne1aksanakan sebagian Urusan
Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Badan adalah Badan Daerah.
10. Unsur Penunjang Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang

rnernberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, rneliputi
pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan
pengernbangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABII
SEKRETARIATDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2

Sekretariat Daerah rnerupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(I) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten 4
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b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:

a). Sub Bagian Administrasi Pemerlntahan dan Otonomi Daerah;
b). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;dan
c). Sub Bagian Kerjasama.

2. Bagian Hukum, membawahkan:
a). Sub Bagian Perundang-undangan;
b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;dan
c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a). Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawabkan:

a). Sub Bagian Perekonomian;
b). Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
c). Sub Bagian Bina Badan Usaha MilikDaerah dan Badan Layanan

Umum Daerah.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:

a). Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik; dan
c). Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa.
3. Bagian Organisasi, membawahkan:

a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b). Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
c). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, membawahkan:

a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b). Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan; dan
c). Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
a). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b). Sub Bagian Keuangan; dan
c). Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
a). Sub Bagian Protokol;
b). Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
c). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

e. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian 5
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BABIII
SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal5

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRDterdiri dari :
a. Sekretaris.
b. Bagian Umum, membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

d. Bagian 6
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d. Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum,
membawahkan:
1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Fasilitasi AKD, KeIjasama dan Aspirasi; dan
3. Sub Bagian Fasilitasi Pen gawas an, Humas, Protokol dan

Dokumentasi Hukum.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penye1enggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

BABIV
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal8

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal9

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

c. Inspektur 7
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c. Inspektur Pembantu I.
d. Inspektur Pembantu II.
e. Inspektur Pembantu III.
f. Inspektur Pembantu IV.
g. Inspektur Pembantu V.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasall0

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

BABV
BADANKEPEGAWAIAN

DANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian 8
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur; dan
2. Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.

d. Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, membawahkan:
1. Sub Bidang Kepangkatan Aparatur;
2. Sub Bidang Mutasi Aparatur; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur;

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
1. Sub Bidang Penye1enggaraan Pelatihan Aparatur; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

f. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, membawahkan:
1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
2. Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitasi Korps Profesi

Pegawai ASN.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal13

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan;

c. pemantauan 9
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c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BABVI
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH, PENELITIAN

DANPENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan;
2. Sub Bidang Data dan lnformasi; dan
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian; dan
3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif.

f. Bidang 10
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f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi;
2. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
3. Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
1. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada
ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BABVll
BADANKEUANGANDANASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal17

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian 11



11

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal18

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Anggaran, membawahkan:
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
3. Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer.

d. Bidang Aset, membawahkan:
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1. Sub Bidang Belanja Daerah;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

f. Ke1ompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal19

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pe1aporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang keuangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang keuangan;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BABVIII 12
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BABVIII
BADANPENDAPATANDAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal20

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal21

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan dan Pendataan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Pendataan; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;

d. Bidang Penilaian dan Penetapan, membawahkan:
1. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
2. Sub Bidang Penetapan; dan
3. Sub Bidang Keberatan.

e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan:
1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Penyuluhan dan Penge101aanPiutang.

f. Ke1ompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati
ill!.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal22

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang sub Urusan Pemerintahan bidang
penge101aanpendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2)Dalam 13
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(2) Dalammenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan

daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penge10laan pendapatan

daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal23

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
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Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

/ ""

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tabun 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

I SEKRETARIS DAERAH I
I I STAFAHU~-----------------------------------------

fJ o!. ~.KELOMPOK JABATAN
FUNOSIONAL [J [1

I T -( T
I T I I

I I

r
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN I I ASISTEN PEREKONOMIAN DAN I ASISTEN ADMINISTRASI IKESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANOUNAN UMUM

I I I I
I I I

BAOIAN I BAGIAN I BAGIAN
BAGIAK BAGIAN

BAGlAN I I
BAGIAN BAGlAN BAGtAN

PEMERINTAHAN HUKUM KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN PENGADAAN BARANG
ORGANISASI UMUM PERENCANAAK DAN PROTOKOL DAN

RAKYAT PEMBANGUNAN DAN JASA KEUANGAN KOMUNIKASI PIMPlNAN-c= L- I I I I I 1

SUB BAOlAN SUB BAGIAN SUB BAGtAN SUB BAGtAN SUB RAGlAN
ADMINISTRASI SUB IlAGlAN BlNA MENTt\!. SUB IJAGIA.'1 PENGELOLMN KELEMBAGAAN SUB BAGtAN PERE)lCANAAN, SUB BAGtAN

PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG SPIRITUAL PEREKONOMLt\N PENGADAAN DAN ANALISIS TATA USAHA EVALUASIDAN PROTOKOL
OTONOMI DAER,IH UNDANGAN BARANG DAN JASA JABATAN PIMPINAN PELAPORAN

SUB BAGIAN SUB BAGtAN SUB BAGIAI\ SUB BAOIAN
BANTUAN KESEJAH"fER;MN SUB RAGlAN PENGELOLAAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB IlAGlAN SUB BAOIAI\'ADMINISTRASI

HUKUMDAI\' ADMINISTRtlS1 LAYANAN PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK KEPEGAWAtAN KEUANGAN KOMUNIKASISOStALKEWII.\ YAHAN
HAM PEMBANOUNAN SECARA E:LEKTRONIK DAN TATA LAKSANA DAN PIMPlNAN

PE~!ELlHARAAN

SUB IlAGlAN SUB RAGIA.'1 SUB BAGIAN SUB BAGIANSUB BAGIAN BINA BUMD DAN PEMBINAAN DAN SUB BAGIAN SUB RAGlANSUB BAGIAN lJOKUMENTASI
KESEJAHTERAAN KINER.JA DAN SUB BAGtAN SARANAlJAN lJOKUMENTASIKERJASAMA DAN INF'ORMASI BLUD ADVOKASI RUMAH TANOGAMASY,ARAKAT I~EFORMASI PRASARANA PIMPINANIIL1KUM PENOADAAN B1ROKMSIBARANG DAN JtlSA

Salman sesuai dengan asIinya,;PALA::n:.KU:,
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI

NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

./

~'----
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahun 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

BUPATI MAJALENGKA,

I SEKRETARIS DPRD I

I
KELOMPOK JABATAN

F'UNGSIONAL

I I I I I I
BAGlAN

BAGlAN BAGIAN
PROGRAM DAN LEGISLASI, ALAT

UMUM KEUANGAN KELENGKAPAN DPRD DAN
DOKUMENTASI HUKUM

I I

RIS DAERAH SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

MAJALENGKA, TATA USAHA DAN - FASILITASI - PERSIDANOAN DAN
KEPEOAWAIAN PENOANOGARAN PERUNDANO-UNDANGAN -.....,..

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PERENCANMN, FASILITASI AKD,

RUMAH TANGOA - EVALUASIDAN - -
D ODIKIN KERJASAMA

PELAPORAN DAN ASPlRASI

ai dengan aslinya,
AGIAN HUKUM, SUB BAGIAN I-- SUB BAGIAN

PERLENOKAPAN SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN, ~
KEUANGAN - HUMAS, PROTOKOL DAN

DOKUMENTASIHUKUM

AHMYt:::-
SEKRETA

KABUPATEN

SaIinan sesu
KEPALA B

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahun 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA

I I 1 : I I
I I I I I I
l ~ ~ J 2 .1

INSPEKTUR

I
SEKRETARIAT

KELONIPOK JABATAN
I

FUNOSIONAL
I

SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN

I I I I ANALISIS DAN ADMINISTRASI UMUM
I I I I PERENCANAAN EVALUASI DAN KEUANGAN

I
I
I
I
I
I

I 1 I I II
I
I
I
I
I
J INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
J
I PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III PEMBANTU IV PEMBANTU V
I
I
I
I
I I

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAG IAN HUKUM,

-=:::::::::::=-----------~-1t' ,
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI

NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

/'"

~o~

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahun 2019
TANG GAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA

ngan

IKIN

LENGKA,

BAHI
AERAH
!ALENGKA,
~

~M,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

I
KELOMPOK JABATAN I

FUNGSIONAL I

I I I I SUB BAGIAN SUS SAGIAN
I I I I UMUMDAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN. EVALUASl

KEPEGA WAlAN
KEUANGAN DAN PELAPORAN

r I I I
BIDANG

BUPATI MAJA
BIDANG BIDANG SlOANG

PENGADAAN,
KEPANGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PENlLAIAN KINERJA DAN

PEMBERHENTIAN DAN ttd
PENGEMBANGAN KARIER DAY A MANUSIA KESEJAHTERAAN

INFORMASI

I I I I KARNA SO
SEKRET ARIS D

SUS SIDANG SUS SlOANG SUS SIDANG SUS SIDANG KABUPATEN MAJ
PENGADMN - KEPANGKATAN 1- PENYELENGGARMN - PENlLAIAN DAN - --

DAN PEMSERHENTIAN APARATUR PELATlHAN APARATUR EVALUASl KINERJA

~APARATUR APARATUR

SUB SlOANG r"AHMArisoD
SUS SlOANG SUB SlOANG PENGEMSANGAN - SUS SIOANG

DATA INFORMASI - MUTASl APARATUR I-- KOMPETENSIAPARATUR DISIPLIN. KESEJAH-
APARATUR TERAAN DAN FASlLlTASI SaIinan sesuai de-KORPSPROFESI asIinya,PEGAWAIASN

sus SlOANG KEPALA BAGIAN HU
PENGEMSANGAN I--

KARlER DAN PROMOSI
APARATUR

oc:::::



LAMPIRANV PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahun 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

MAJALENGKA,

ngan aslinya,
N HUKUM,

~,

NA SOBAHI
£TARIS DAERAH
EN MAJALENGKA,?t /,

~
A~ OD/KIN

KEPALA BADAN

r SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL I I

I T T I SUB BAGIAN SUB BAGIAN
I I I I UMUM DAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASIDAN
ro:PEGA WAlAN

KEUANGAN PELAPORAN

I I I I I BUPATI
BIDANG BIOANG PEMERINTAHAN BlDANG BIOANG BlDANG

PERENCANAAN,PENGENDAUAN DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN PENELITIAN DAN
DAN EVALUASI MANUSIA SUMBER DAYA ALAM KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN DAERAH

I I I I I KAR
SEKR

SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG KABUPAT
PERENCANAAN - PERENCANAAN - PERENCANAAN f-- PENGEMBANGAN - SOS[AL, EKONOMI DAN -
PENDANAAN PEMBANGUNAN MANUS[A SUMBER DAYA ALAM WILAYAH DAN MITIGASI PEMER[NTAHAN

~
SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG SUB BIOANG

DATA DAN INFORMAS[ >-- PERENCANAAN - PERENCANAAN B1DANG - PERMUKIMAN DAN - PEMBANGUNAN,INOVASI - AHM
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN LINGKUNGAN HIOUP DAN TEKNOLOGI

Salinan sesuai de
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIOANG SUB BIOANG KEPALA BAGIA

PENGENDALIAN, 1- PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN f--1- PERENCANAAN -
EVALUASIDAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KREATlF PERHUBUNGAN
PELAPORAN MASYARAKAT C -------

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPlRAN VI PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahun 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGA W AlAN
SUB BAGIAN

KEUANGAN,PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BIOANG
PENYUSUNAN '--ANGGARAN

SUB BIDANG
PENGENDALIAN '--
ANGGARAN

SUB SIOANG
PERENCANAAN I--

DANA TRANSFER

SUB BIDANG
PENATAUSAHAANASET

SUB BIDANO
PENOAMANAN DAN
PEMANFM.TAN

ASET

SUB BIDANO
PEMINDAHT ANGANAN
DAN PENGIIAPUSAN

ASET

SUB BIOANG
BELANJA DAERAH

SUB SIOANG
PENGELOLAAN KAS

DAERAH

SUB BIOANG
AKUNTANSIDAN
PELAPORAN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

~MA~
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALAB;~~~M,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 Tahul1 2019
TANGGAL 23 Desember 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PELAYANAN DAN

PENDATAAN

SUB SlOANG
PELAYANAN DAN
PENDAFTARAN

SUB BlOANG
PENDATAAN

SUB BlOANG
PENGEMBANGAN

POTENSIPENDAPATAN
DAERAH

BIDANG
PENILAIAN DAN
PENETAPAN

SUB BlOANG
PENILAIAN DAN
PERHITUNGAN

SUB BIDANG
PENETAPAN

SUB BIDANG
KEBERATAN

SUB BAGIAN
UMUMDAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENAGIHAN DAN
PENGENDALIAN

SUB B1DANG
PENAGIHAN DAN
PENINDAKAN

SUB BlOANG
PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG
PENYULUHAN DAN
PENGELOLAAN

PIUTANG

SUB BAGIAN
KEUANGAN,PERENCANAAN,
EVALUASIDANPELAPORAN

SUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRET ARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALE~GKA,

0l::UUH:Ui :;c:;uC:U ucu15i::l.U i::l.:;uuYi::l.,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

===it ~
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI

NIP. 19680327 199603 1 003
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